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ABSTRAK 

 

Chiftiah, Mariatul, 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan 

Online Bayar Per Klik (Pay Per Click). Skripsi. Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I. 

Kata Kunci: Hukum Islam, Ija>rah, Internet, Pay Per Click, Click Fraud. 

 

Perkembangan internet yang semakin maju, membuat manusia semakin 

kreatif dengan berbagai ide-ide yang membuat penggunanya mudah. Salah 

satunya mengenai bisnis periklanan secara online atau dikenal dengan Affiliate 

Advertising. Dan salah satu mekanisme pendapatan penghasilan melalui bisnis 

periklanan online ini adalah Pay Per Click (PPC). Serta dalam PPC ini adanya 

praktik click fraud oleh Publisher dimana Publisher akan melakukan klik sendiri 

pada iklan yang terpasang dalam website atau blog mereka guna menambah 

pendapatan mereka sendiri. PPC layak dikaji, ditinjau dari aspek Hukum Islam, 

dimana dalam ija>rah tidak hanya menerima manfaat dan menghasilkan 

keuntungan saja, akan tetapi ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk 

menghindari kerugian dan ketidakadilan oleh masing-masing pihak 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti fenomena di 

kalangan masyarakat dari sudut pandang hukum Islam. Adapun hal yang akan 

peneliti angkat adalah (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam 

bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per click, serta (2) bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap praktik click fraud oleh publisher pada bisnis 

periklanan online bayar per klik atau pay per click.  

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. 

Serta dengan pendekatan kualitatif dan hasil penelitian dianalisis dengan metode 

deduktif yaitu diawali dengan kenyataan yang bersifat umum kemudian diakhiri 

dengan kesimpulan khusus. 

Kesimpulan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah pertama yaitu 

bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per click menurut hukum Islam 

termasuk dalam akad ija>rah yakni ija>rah atas manfaat. Dimana pada praktiknya, 

Publisher menyediakan space iklan untuk pemasangan iklan Advertiser.  Menurut 

hukum Islam, model bisnis semacam pay per click ini tidak menyalahi aturan, asal 

syarat dan rukun dari ija>rah dapat terpenuhi dan tidak melanggar aturan syara’. 

Kemudian hasil penelitian rumusan masalah kedua yaitu praktik click fraud yang 

dilakukan oleh Publisher pada bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per 

click menyebabkan s}i>ghat ija>rah  menjadi batal dan tidak sah akadnya serta hal ini 

dapat membuat pembatalan perjanjian sepihak oleh pihak penyedia jasa iklan 

dengan cara melakukan banned. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bisnis di era modern mengalami perkembangan yang pesat mulai dari 

media yang digunakan dalam berbisnis maupun sesuatu yang diperdagangkan. 

Dahulu, bisnis hanya dilakukan secara tatap muka, namun kini mulai muncul 

bisnis dengan media maya yang disebut bisnis internet (online). Semakin maju 

dan praktisnya bisnis internet, maka semakin banyak hal yang bisa kita ketahui 

hanya dengan duduk di depan komputer maupun menggenggam sebuah gadget. 

Banyak informasi yang kita peroleh di dalam dunia internet, bahkan kejadian 

apapun yang sedang trend saat ini, bisa langsung kita nikmati hanya dengan 

membaca ataupun menonton di internet lewat komputer atau gadget.
1
 

Satu hal yang paling menarik dalam berinternet adalah, selain tanpa 

batasan geografis antar Negara, bahwa keanggotaan internet tidak mengenal 

ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor–faktor lain yang biasanya dapat 

menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang 

sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap 

anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar 

pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Teknologi 

informasi telah mengubah cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang 

baru dalam melakukan transaksi bisnis. 

                                                           
1
 Arip Purkon, Bisnis Online Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 44. 
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Dewasa ini, dengan teknologi internet, manusia juga semakin kreatif 

dengan mengembangkan suatu program online yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan penghasilan tambahan selain penghasilan pokok. Salah satu 

penghasil dollar dari internet adalah Google Adsense adalah program afiliasi 

penghasil dollar yang dikeluarkan oleh perusahaan Search Engine Google 

dengan cara bekerjasama dengan para pemilik web atau blog dalam hal 

Advertising. Dengan bisnis model affiliasi semacam ini publisher (pemilik web 

atau blog) akan mendapatkan dollar dari iklan yang ditampilkan di web atau 

blog tersebut. Iklan yang ditampilkan di web atau blog bisa berupa teks atau 

gambar.
2
 

Model bisnis ini semakin berkembang hingga muncul perusahaan-

perusahaan jasa online yang memiliki program penyedia iklan. Program ini 

dimaksudkan sebagai jembatan bagi para advertiser (pemilik iklan) yang ingin 

mengiklankan produk atau jasanya secara online dan para web owner (pemilik 

website) yang ingin mendapatkan penghasilan dengan menyediakan ruang pada 

websitenya untuk menempatkan link iklan advertiser. Bisnis ini cukup mudah 

dan sederhana dimana publisher dapat melakukan afiliasi dengan program 

penyedia iklan (layanan adsense) dengan cara menyediakan ruang pada 

website miliknya, yang memungkinkan advertiser menampilkan iklan atau link 

iklannya pada website milik publisher yang tergabung dalam keanggotaan pada 

program penyedia iklan tersebut. 

                                                           
2
 Muhammad Rustam, Mesin Uang dari Website Iklan Pribadi (Yogyakarta: CV. Andi 

Offset, 2011), 95. 
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Ada berbagai macam layanan adsense untuk memperoleh pendapatan 

dari internet seperti Pay Per Sale (PPS), Pay Per Click (PPC), Pay Per Play 

(PPP), Pay Per Read (PPR), Pay Per Referral (PPR).
3
 

Pay Per Click (PPC) atau Bayar Per Klik merupakan bidang bisnis 

internet yang digandrungi banyak orang pada saat ini. Pay Per Click (PPC) 

adalah sejenis program dimana anda menjadi seorang publisher periklanan 

online. Peranan publisher adalah sebagai pengelola website yang menampilkan 

iklan dari pihak ketiga di website publisher. Jadi untuk mendaftar atau 

mengikuti program PPC tentunya publisher harus memiliki sebuah blog atau 

website pribadi.
4
 

Website penyedia layanan Pay Per Click atau Bayar Per Klik ini sangat 

banyak, mulai dari website luar negeri seperti Google Adsense, BlogAds.com, 

LinkWorth.com, Mediafed.com, Chitika.com, Bidvertiser.com, dan masih 

banyak lagi. Dan website penyedia layanan Bayar Per Klik atau Pay Per 

Clicklokal seperti Kumpulblogger.com, AdsenseCamp.com, Sitti.co.id, 

kliksaya.com, dan masih banyak lagi. Model penghasilan layaknya PPC ini 

dipilih karena sangat mudah  cara mengikutinya. Selain mudah untuk 

mengikuti program periklanan tersebut, mendaftar program periklanan ini juga 

gratis. Pemilik web atau blog tidak perlu membayar sejumlah uang. Yang 

dibutuhkan hanya koneksi internet, ketekunan, dan kreatifitas sebagai Blogger 

(Pengguna Blog). 

                                                           
3
 Purkon, Bisnis Online Syariah , 45-49. 

4
http://masterz-seo.blogspot.com/2013/08/;pengertian-ppc-pay-per-click.html, diakses 

tanggal 28 Maret 2018, pukul 9:59 WIB. 

http://masterz-seo.blogspot.com/2013/08/;pengertian-ppc-pay-per-click.html
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Selanjutnya mengenai mekanisme kerja model Pay Per Click ini adalah 

setiap ada Visitor (pengunjung) yang melakukan klik pada iklan di situs, maka 

penyedia layanan dan Publisher (pemilik web atau blog) akan mendapatkan 

komisi dari Advertiser (pengiklan), hanya cukup dengan iklan yang diklik oleh 

Visitor tersebut, dan otomatis anda sebagai pemilik situs akan mendapatkan 

sejumlah komisi yang besarnya diperhitungkan dari nilai yang telah ditentukan 

sebelumnya oleh Advertiser. 

Ada 2 model utama untuk menentukan pembayaran dalam bisnis iklan 

bayar per klik: 

1.  Flate-rate yaitu pengiklan dan penerbit menyetujui jumlah tetap yang akan 

dibayarkan untuk setiap klik. Dalam model menentukan biaya iklan ini, 

pengiklan dan juga pihak penerbit iklan menyetujui jumlah tetap yang akan 

dibayarkan untuk setiap klik. Dalam banyak perjanjian penerbit iklan, pihak 

penerbit biasanya memiliki kartu tingkatan yang berisi mengenai daftar 

biaya per klik atau yang disingkat menjadi BPK. Biaya per klik ini berbeda 

di setiap wilayah dari situs web atau jaringan pengiklan. Model flate-rate ini 

sering digunakan dalam pengiklanan perbelanjaan. Pengiklanan ini biasanya 

berbentuk kotak-kotak kecil sebuah situs atau web yang menjadi pengiklan. 

Dalam banyak contohnya, isi inti dari semua situs tersebut dibayar oleh 

iklan.  

2. Bayar per klik berbasis penawaran yaitu model pembayaran PPC ini 

menggunakan metode penawaran yang dilakukan oleh pihak yang bekerja 

sama. Pihak yang bekerja sama yaitu penerbit iklan dan pengiklan 
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melakukan tawar-menawar dalam menentukan biaya iklan yang akan 

dipilih. Iklan yang dibiayai dengan metode ini biasanya dilakukan dengan 

peralatan online. Dalam hal ini, penawaran yang dilakukan atas dasar kata 

kunci iklan yang ada di internet. Semakin mudah ditemukan, semakin mahal 

harga yang ditawarkan oleh pengiklan tersebut. Metode ini sering digunakan 

oleh perusahaan-perusahaan jasa iklan yang ada di internet. Banyak cara dan 

peralatan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan jasa tersebut untuk 

menarik perhatian para pengguna jasa periklanan tersebut.
5
 

Sementara itu, ada beberapa masalah terkait bisnis periklanan online 

bayar per klik atau pay per click ini. Salah satunya adalah terjadinya click 

fraud. Click Fraud adalah kegiatan mengklik iklan secara kontestual tanpa 

niatan untuk membeli barang atau jasa yang diiklankan. Click fraud  ini 

umumnya bertujuan untuk membuat bangkrut pengiklan jika pelakunya adalah 

perusahaan pesaing sang pengiklan, dan bisa juga untuk meningkatkan 

pendapatan jika dilakukan oleh seorang publisher iklan.
6
 Pada tahun 2008, 

kasus click fraud ini terjadi pada kisaran 20% dari semua klik untuk kategori 

iklan yang sangat kompetitif.
7
 Berdasarkan laporan perusahaan penyedia 

teknologi deteksi click fraud, Click Forensic dan Anchor Intelligence, seperti 

dikutip melalui USA Today, Senin (26/4/2010), sekira 17 persen hingga 29 

                                                           
5
http://dessym1.blogspot.com/2014/01/mengenal-pay-per-click.html?m=1, diakses pada 

tanggal 15 April 2018, pukul 19.45 WIB. 
6
https://uangindonesia.com/cara-menaikan-pendapatan-ppc/, diakses pada tanggal 9 

Januari 2019, pukul 20.05 WIB. 
7
https://intemarket.wordpress.com/2008/06/25/hati-hati-dengan-click-fraud/, diakses pada 

tanggal 9 Januari 2019, pukul 19.30 WIB. 

http://dessym1.blogspot.com/2014/01/mengenal-pay-per-click.html?m=1
https://uangindonesia.com/cara-menaikan-pendapatan-ppc/
https://intemarket.wordpress.com/2008/06/25/hati-hati-dengan-click-fraud/
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persen dari total jumlah klik yang mendominasi iklan online ditengarai sebagai 

klik ilegal. 

Ada banyak bentuk kegiatan manusia yang telah diatur oleh agama, 

salah satunya adalah sewa menyewa. Sewa menyewa pada dasarnya adalah 

penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan/jasa dalam 

jumlah tertentu. Pada dasarnya sewa menyewa merupakan penukaran manfaat 

barang yang telah jelas wujudnya tanpa menjual „ain dari benda itu sendiri. 

Perjanjian sewa menyewa mempunyai peranan sangat penting dan 

harus sesuai struktur akad ija>rah yang terdiri dari empat rukun yaitu Aqidain 

(dua pelaku kontak ijarah yang meliputi mu‟jir dan musta‟jir), manfa’ah (jasa 

atau manfaat barang yang menjadi objek akad ija>rah), ujrah (upah atas jasa 

atau manfaat barang yang disewa), dan shighah dalam akad ija>rah adalah 

bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat perjanjian kontrak 

pemberian kepemilikan jasa dan manfaat dari pihak mu‟jir kepada musta‟jir 

dengan ganti berupa upah (ujrah) tertentu, baik secara eksplisit (sharih) atau 

implisit (kinayah), atau bahkan secara simbolis (mu‟athah).
8
 

Banyak dalil yang menunjukan sewa-menyewa, termasuk dalam al-

Qur’an maupun hadith. Salah satu ayat al-Qur’an yang menunjukkan aturan 

mengenai sewa menyewa adalah surat Ath Thalaq: 6 

نَكُمْ بِعَْرُوْفٍ وَاِنْ تَ عَا سَرْتُُْ  فاَِنْ ارَْضَعْنَ لَكُمْ فاَتَُ وْهُنَّ اجُُورَهُنَّ وَاتََِرُوْا بَ ي ْ
 فَسَتُ رْضِعُ لَهُ اخُْرَى

                                                           
8
Tim Laskar Pelangi, Metodologi FiqihMuamalah (Kediri : Lirboyo Press, 2013) 279-

286. 
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“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untuk mu, 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan bermusyawarahlah diantara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, 

maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
9
 

Barang yang dapat dijadikan objek sewa menyewa ada beberapa macam 

dan dikelompokkan dalam dua kategori yaitu pertama sewa-menyewa pada 

sektor pekerjaan yaitu dapat berupa menyewa seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan misalnya buruh bangunan, tukang jahit dan sebagainya. Kedua, 

sewa menyewa pada sektor manfaat suatu benda atau barang yaitu sewa 

menyewa suatu barang atau benda yang dapat diambil manfaatnya misalnya 

toko, mobil, dan barang lain yang dapat diambil manfaatnnya dengan benar.
10

 

Tradisi ija>rah (transaksi/akad terhadap jasa tertentu dengan disertai 

imbalan/kompensasi) untuk melakukan setiap pekerjaan halal, baik 

menyangkut di bidang pertanian, pendidikan, perdagangan maupun berbagai 

bentuk muamalah lain harus sesuai syari’at Islam. Juga disyaratkan agar 

ketentuannya bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi ija>rah 

berlangsung dengan jelas. Setiap transaksi disyaratkan harus jelas. Apabila ada 

unsur kekaburan, status hukumnya tidak sah.
11

 

Manusia dalam berbagai hal selalu menginginkan hal yang bersifat 

mudah, praktis, dan juga gratis. Tidak bisa dipungkiri, di Indonesia sendiri 

yang notabene adalah Negara yang mempunyai penduduk yang mayoritas 

                                                           
9
Depag RI, Al Qur‟an Karim 35. 

10
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Tradisi Dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), 236. 
11

M.IsmailYusanto, Menggagas Bisnis Islam (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 192. 
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beragama Islam, juga sudah banyak yang mengikuti program periklanan bayar 

per klik atau pay per click ini, karena dianggap mudah prosesnya, simpel 

karena dapat dilakukan dimanapun tempatnya asalkan ada koneksi internet, dan 

yang terakhir adalah gratis atau tidak dipungut biaya apabila ingin bergabung 

dengan program Advertising yang bersifat Affiliate tersebut. 

Sementara itu,dalam praktiknya masih ditemukan adanya kecurangan 

atau wanprestasi dalam bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per 

click  yang dilakukan oleh pihak publisher seperti dalam hal click fraud  yaitu 

publisher mengklik sendiri link yang tersedia pada websitenya dengan tujuan 

memperbesar penghasilan yang tentunya akan merugikan salah satu pihak yaitu 

pihak advertiser. Serta sistem pembayaran dalam bisnis periklanan online 

Bayar Per Klik atau Pay Per Click ini belum ada kajian hukum yang ditinjau 

dari sudut pandang hukum Islam. Dan untuk mengetahui kebolehan atau 

ketidakbolehan masyarakat muslim mengikuti bisnis di bidang Advertising 

semacam Bayar Per Klik atau Pay Per Click ini, perlu adanya sebuah kajian 

yang membahas tentang bisnis Advertising. Maka timbul inisiatif dan minat 

penulis untuk menelaah serta menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per 

Klik (Pay Per Click)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam bisnis periklanan 

online bayar per klik atau pay per click? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik click fraud oleh 

publisher dalam bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per click? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

masalah yang diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui akad dalam bisnis periklanan online bayar per klik atau 

pay per click ditinjau dari hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui praktik click fraud oleh publisher dalam bisnis periklanan 

online bayar per klik atau pay per click ditinjau dari hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penulisan skripsi ini, nantinya kami harapkan: 

1. Secara teoritik:  Dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran 

mengenai bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per click. 

2. Secara praktis: Diharapkan dengan adanya studi ini dapat dijadikan 

sebagai suatu tambahan referensi untuk kemudian bisa dikembangkan 

oleh penelitian selanjutnya, khususnya yang intens meneliti masalah 

bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per click. 

E. Kajian Pustaka 

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu mengenai bisnis 

periklanan online bayar per klik atau pay per click yaitu: 

Haris Faulidi Asnawi dalam bukunya “Transaksi Bisnis E-Commerce 

Perspektif Islam” tahun 2004, membahas tentang transaksi bisnis e-commerce 
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kemudian meninjau permasalahan tersebut menurut perspektif Islam. Asnawi 

menyimpulkan bahwa transaksi e-commerce melalui internet dibolehkan 

menurut Islam kecuali pada komoditi yang tidak dibenarkan untuk 

diperdagangkan menurut Islam. Secara umum, Asnawi berusaha 

membandingkan antara transaksi e-commerce dengan transaksi as-salam dalam 

Islam dengan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan di antara 

keduanya.menurutnya, pada dasarnya transaksi e-commerce sama dengan 

ketentuan yang ada dalam transaksi as-salam yaitu pembayaran dilakukan di 

muka dan komoditi diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.
12

 

Namun dalam buku tersebut penulis hanya menjelaskan transaksi bisnis online 

secara umum (e-commerce), belum dijelaskan secara khusus tentang bisnis 

periklanan online. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini secara khusus 

meneliti tentang bisnis online dalam hal periklanan online yaitu bisnis 

periklanan online bayar per klik atau pay per click. 

Dalam buku yang berjudul yang berjudul “Make over Blog Gaul & 

Bisnis” tahun 2009, Bunafit Nugroho membahas secara detail tentang cara 

membuat website agar terlihat dinamis dan maksimal, selain itu juga 

memperkenalkan beberapa tools pendukung website yang diperlukan untuk 

website saat ini. Pada bab ketujuh, Nugroho menjelaskan tentang cara 

memasang ads unit (PPC) penghasil rupiah termasuk PPC dari 

AdsenseCamp.
13

Namun, dalam buku tersebut hanya menjelaskan bisnis PPC 

dalam lingkup teknis, belum menyentuh pada aspek hukum. Sedangkan dalam 

                                                           
12

 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam (Yogyakarta: 

Magistra Insani Press, 2004). 
13

 Bunafit Nugroho,Make Over Blog Gaul & Bisnis(Yogyakarta: Alif Media, 2009). 



11 
 

 
 

penelitian skripsi ini meneliti bisnis periklanan online bayar per klik atau pay 

per click yang ditinjau dari aspek hukum Islam. 

Skripsi Riana Afliha Eka Kurnia, Fakultas Syari’ah UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang 2012, dengan judul “Jual Beli Model 

Technopreneurship Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa jual beli model technopreneurship diperbolehkan, dengan 

alasan bahwa pada dasarnya jual beli bentuk apapun diperbolehkan oleh nash 

al-Qur’an.
14

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ketiga 

ini adalah sama-sama menggunakan internet sebagai media untuk bertransaksi. 

Sedangkan perbedaannya adalah objek dari mu‟amalah-nya, dimana pada 

penelitian terdahulu yang ketiga ini menggunakan model Technopreneurship 

sebagai objek penelitian, sedangkan objek penelitian pada skripsi peneliti 

adalah Pay Per Click (PPC). 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian pustaka 

(library research). Penelitian pustaka (library research) adalah suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan 

bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.
15

 

Misalnya, buku, skripsi, jurnal, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah 

sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lainnya. Pada hakikatnya, data yang 

diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan pondasi 

                                                           
14

 Riana Afliha Eka Kurnia, Jual Beli Model Technopreneurship Perspektif Hukum Islam 

(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012). 
15

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Remaja Rosdakarya,2013), 98. 



12 
 

 
 

dasar.
16

 Dalam hal ini yang berkaitan dengan bisnis periklanan online 

bayar per klik atau pay per click. Pendekatan ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum 

yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam 

kehidupan manusia untuk dapat mendeskripsikan suatu peristiwa yang 

akan diteliti.
17

 Dalam penyusunan penelitian, penulis menggunakan 

metode berfikir analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara 

sistematis terhadap catatan-catatan dan dokumen sebagai sumber data.
18

 

2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah semua informasi 

yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yaitu mengenai bisnis 

periklanan online bayar per klik atau pay per click, meliputi: 

a. Data umum 

Data umum yang digunakan peneliti berupa fenomena yang 

terjadi di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan bisnis 

periklanan online bayar per klik atau pay per click. 

b. Data khusus 

Data khusus yang digunakan peneliti berupa praktik click fraud 

oleh publisher dalam bisnis periklanan online bayar per klik atau pay 

per click.  

                                                           
16

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muammalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 

2010), 6.  
17

Ibid., 9.  
18

 Nurul Zuhriyah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), 50. 
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Sumber data ialah sumber dimana data penelitian itu melekat dan 

atau dapat diperoleh.
19

 Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan 

ialah: 

a. Sumber data primer  

Yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber data 

primer adalah sumber data yang langsung di dalamnya membicarakan 

tentang bisnis periklanan online Bayar Per Klik atau Pay Per Click,di 

antaranya adalah: 

1. Rustam, Muhammad. Mesin Uang dari Website Iklan 

Pribadi.Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2011 

2.  Nugroho, Bunafit. Make Over Blog Gaul & Bisnis. Yogyakarta: 

Alif Media. 2009 

3.  Purkon, Arip. Bisnis Online Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 2014 

b. Sumber data sekunder  

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah sumber data yang secara tidak langsung berkaitan dengan 

penelitian ini. Untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun 

dari sumber data primer, antara lain: buku-buku mengenai sewa 

menyewa, dan karya-karya yang mempunyai keterkaitan dengan objek 

penelitian, diantaranya adalah: 

                                                           
19

 Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 



14 
 

 
 

1. Khairi, Miftakhul. Ensiklopedia Fiqh Mu‟amalah Dalam 

Pandangan Empat Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif. 

2014  

2. Basyri, Ahmad Ahzar. Asas-Asas Hukum Mu‟amalah. Yogyakarta: 

UII Press. 2004 

3. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2002 

4. Nawawi, Ismail. Fiqh Mu‟amalah Klasik Dan Kontemporer. 

Bogor: Ghalia Indonesia. 2012 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka maka teknik 

pengumpulan data yang lebih tepat adalah menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

variabel-variabel atau hal-hal yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, 

majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer 

dan sumber data sekunder.
20

 

4. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan 

sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti 

membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk 

                                                           
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rieneka 

Cipta 2002), 234.  
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memudahkan pekerjaan penafsiran kontruksi.
21

 Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif berdasarkan logika 

berfikir induktif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari 

orang-orang yang diamati.
22

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian 

dikelompokkan berdasarkan permasalahn untuk selanjutnya dilakukan 

analisis secara kualitatif dalam suatu kalimat atau teks sehingga 

memberikan penjelasan dan mempresentasikan hasil dari data yang 

diperoleh. Analisis dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul, 

terkait dengan kefalidan dan kelengkapannya, kejelasan dan 

keselarasannya dengan topik kajian ini.
23

 Penerapannya dalam skripsi 

ini adalah dengan membaca literatur-literatur yang ada kaitannya 

dengan pembahasan, dengan cara mencari kalimat yang menjadi pokok 

pembahasan. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data-data secara sistematis 

dalam kerangka yang sudah ditentukan.
24

 Adapun aplikasi dalam 

sebuah karya ilmiah adalah dengan mencari permasalahan yang khusus 

kemudian ditarik ke permasalahan yang umum dengan cara 

                                                           
21

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), 195. 
22

 Lexy J. Maleong, Metode Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 103. 
23

Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1996), 27. 
24

Ibid, 16. 
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generalisasi, maksudnya adalah dengan cara mengelompokkan 

permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan dan 

penyusunan dengan sistematika yang baik. 

c.  Analiting, adalah menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam 

penarikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian.
25

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, 

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan 

dan mendukung pembuat keputusan.
26

 

Dalam penelitian ini, teknik analisa yang digunakan penelitian 

adalah metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum 

kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun 

langkah-langkah yang dipakai dalam menganalisis data penelitian ini 

adalah:  

1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan. Pemusatan perhatian dengan 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul data-data yang terkumpul.
27

 Dalam tahap ini, penulis 

merangkum dan memilah serta memilih data-data tentang bisnis 

periklanan online bayar per klik atau pay per click. 

                                                           
25

Ibid 
26 

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun 

Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253. 
27

 Moleong, Metodologi Penelitian, 288. 
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2) Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan data yang telah 

tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan.
28

 Pada tahap ini penulis menyajikan data dengan teks 

yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan 

pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Penulis menyajikan data 

tentang ija>rah sebagai landasan teori, kemudian penulis 

kolaborasikan dengan data-data tentang bisnis periklanan online 

bayar per klik atau pay per click. 

3) Verifikasi dan penarikan kesimpulan dimaknai sebagai penarikan arti 

data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh 

pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara 

yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah melakukan pencatatan 

untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan dan pencarian 

kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula 

menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat).
29

 Dalam hal 

ini penulis mengungkap bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per click. Kemudian 

menyimpulkan hasil yang sudah ditemukan dengan didukung oleh 

data-data yang sesuai sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian menggunakan kajian yang bersifat intertekstualitas 

secara tekun berkaitan dengan topik penelitian. Mencari data-data yang 

                                                           
28

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), 39. 
29

 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Jakarta: Erlangga, 2009), 151. 
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sesuai dengan penelitian dari sumber-sumber terpercaya atau lembaga-

lembaga yang bertanggung jawab terhadap topik yang peneliti teliti. 

Obyektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan 

melihat dan validitas data yang diperoleh. Dengan mengacu pada 

Moleong, untuk pembuktian validitas data ditentukan oleh kredibiltas 

temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran 

yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh 

subyek penelitian.
30

 

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Metode 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

sebagai sumber data.
31

 

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan 

sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil 

observasi peneliti, kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi 

dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan 

peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan terjamin.
32

 

                                                           
30

 Ibid., 145. 
31

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 330. 
32 

Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif 

(Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231. 
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Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan keabsahan data yang 

berasal dari hasil observasi tersebut, kemudian peneliti telaah lagi dengan 

hasil pengamatan yang peneliti lakukan untuk mengetahui bisnis 

periklanan online bayar per klik atau pay per click. Setelah data 

terkumpul, penulis diharapkan mereduksi dan menyajikan data untuk 

lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian 

data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga 

memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian 

dilanjutkan dengan proses verifikasi. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih 

sistematika serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis 

membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai 

berikut. 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan 

umum dan gambaran tentang isi skripsi, diantaranya berisi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II Membahas mengenai sewa menyewa, meliputi gambaran 

umum tentang sewa-menyewa. Bab ini akan di bagi dalam beberapa sub bab 

meliputi pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, syarat dan 

rukun yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa, macam-macam sewa-
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menyewa, hal-hal yang membatalkan sewa-menyewa, dan pengembalian 

barang sewaan. 

Bab III Membahas mengenai tinjauan umum tentang bisnis periklanan 

online bayar per klik atau pay per click, yang berisikan sub bab pengertian 

bisnis online bayar per klik, macam-macam platform bisnis online bayar per 

klik, mekanisme kerja, dan sistem pembayaran bisnis online bayar per klik 

serta adanya praktik click fraud dalam bisnis pay per click. 

Bab IV Dalam bab ini akan menganalisa data-data yang didapatkan 

untuk menganalisis akad dalam bisnis periklanan online bayar per klik atau 

pay per click serta menganalisis praktik click fraud oleh publisher dalam 

bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per click, apakah sudah sesuai 

dengan syariat Islam atau tidak. 

Bab V Penutup. Dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan 

dari semua bab dan hasil dari analisa pada bab IV, pendapat dari pemikiran 

penulis, saran, dan kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai 

solusi untuk perkembangan bisnis periklanan online bayar per klik atau pay 

per click. 
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BAB II 

SEWA MENYEWA (IJA>RAH) MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Sewa Menyewa (Ija>rah) 

Al-ija>rah berasal dari kata al-Ajru yang berarti Al‟lwadhu (ganti). Dari 

sebab itu Ats Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian 

shara’, Al-Ija>rah ialah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan 

tujuanya, dapat diserahterimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah 

diketahui (gajian tertentu). Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, 

misalkan: rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.
33

 Secara etimologi, 

ija<>rah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan secara 

terminologi ada beberapa definisi, di antaranya: 

1. Menurut Hanafiyah bahwa ija>rah ialah: 

34َ ْ  دٌ َ َ   الَْ نَا فِعِ بعَِوْ ٍ 
 

‚Akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.‛35
 

2. Menurut Ma>likiyah bahwa ija>rah ialah: 

36تََِْ يُْ  َ نَا فِعِ َ ْ ٍ  ُ َ ااٍَ  ُ  َّ ةً َ عُْ وَْ  ةً بعَِوْ ٍ 
 

                                                           
33

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

45. 
34

 Wahbah al-Zuh}ayli, Al-Fiqh al-Isla>mi wa ‘Adillatuh, Vol. 4 (Damshiq: Da>r al-

Fikr,1989), 732.  
35

 Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 153.  
36

 Al-Zuh}ayli, Al-Fiqh al-Isla>mi wa ‘Adillatuh, 732.  
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 ‚Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu 

tertentu dengan pengganti.”
37

  

3. Menurut Sha>fi’iyah, ija>rah ialah: 

فَعٍَ  َ ْ صُوْدٍَ  َ عُْ وَْ ٍ  ُ َ ااٍَ  قاَبَِ ٍ  لِْ َ ذْلِ وَاْلِإباَاَِ  بعَِوٍْ   َ ْ  دٌ َ َ   َ ن ْ
38َ عُْ وْ ٍ   

 
 “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan 

mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti 

tertentu.”
39

  

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan 

ija>rah ialah: 

فَعٍَ  بعِِوٍَ  بُِ رُوْ ٍ   تََِْ يُْ  َ ن ْ

 "Pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”
40 

5. Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000, ija>rah adalah ‚Akad 

pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti 

pemindahan kepemilikan itu sendiri.‛41  

 

 

                                                           
37

 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.  
38

 Al-Zuh}ayli>, Al-Fiqhal-Isla>mi wa ‘Adillatuh, Vol. 4, 732. 
39

 Syafe’i, Fiqh Muamalah, 121. 
40

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 115.  
41

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syaariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 

2013), 249.  
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3. Menurut KUH Perdata ija>rah adalah: 

 ‚Suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk 

memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang selama 

waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya 

sesuai dengan kesepakatan. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis 

barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”
42

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, ija>rah menurut istilah 

syara’ yaitu suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, 

disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan 

pergantian yang jelas.
43

 Sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu 

benda, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Terjadinya 

peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang 

disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti 

kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga 

berupa karya pribadi seperti pekerja.
44

  

Ija>rah dalam bentuk sewa menyewa, maupun dalam bentuk upah 

mengupah, merupakan mu’amalah yang telah disyariatkan dalam Islam. 

Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ija>rah berdasarkan pada 

ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadi>th.45 

                                                           
42

 Tim Citra Umbara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1548 (Bandung: 

Citra Umbara, 2013), 391.  
43

 Imron Abu Amar, Fathul Qarib. Terj. Jilid 1 (Kudus: Menara Kudus, 1983), 297.  
44

 Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.  
45

 Yazid Affandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.  
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B. Dasar Hukum Ija>rah  

Dasar-dasar hukum atau rujukan ija>rah adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah 

dan Al-Ijma’. 

1. Dasar hukum ija>rah dalam Al-Qur’an adalah 

Surah al-Tala>q: 6 

         …….     

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah 

kepada mereka upahnya.”
46

  

Surah al-Qashash: 26 

                        

        

 

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 

yang kuat lagi dapat dipercaya".
47

 

2. Dasar hukum ija>rah dalam al-hadi>th sebagai berikut: 

a. Hadi>th Riwayat Ibn Ma>jah 

                                                           
46

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2015), 

559. 
47

 Ibid., 388.  



25 
 

 
 

: قَ لَ رَسُوْلُ ااِ َ  َّ  ااُ َ َ يْهِ وَسَ َّمَ :  ابِْنُ ُ َ رَ قَ لَ ااِ َ نْ َ ْ  ِ 
. َ نْ  َِ َّ َ رَقهُُ َ جْرَُ  قَ ْ  َ  ُْ ُ وا اَْ جِي ْرَ   

“Dari Abdillah Ibn Umar r.a beliau berkata: “Rasulullah bersabda 

berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya”.”(HR. Ibn Ma>jah).
48

 

b. Hadi>th Riwayat Bukha>ri      

ُ َ ا قاَلَ  َ نِ ابْنِ َ  َّااٍ    ِ اْتََ مَ النَِّ   َ  َّ  ااُ َ َ يْهِ وَسَ َّمَ :رَضَِ  ااُ َ ن ْ

.وََ ْ َ   ااَْ َّاَ  َ جْرَ ُ   
 

“Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: Beliau Nabi pernah berbekam dan 

memberi upah kepada tukang bekam.”(HR. al-Bukha>ri).
49

 

3. Ijma’ 

Ulama’ pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (jawaz) 

akad ija>rah, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa 

tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual 

beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan 

akad ija>rah atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya, akad ija>rah juga 

merupakan akad jual beli namun pada objeknya manfaat/jasa. Dengan 

adanya ijma’, akan memperkuat kebutuhan akad ija>rah.
50

 

Ija>rah disyaratkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka 

membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka 
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membutuhkan sebagian yang lainnya, mereka butuh binatang untuk 

kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk 

digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk 

bercocok tanam.
51

 

C. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Dalam akad ija>rah diperlukan adanya rukun dan syarat, keduanya harus 

terpenuhi sebab keduanya dapat menentukan apakah akad itu bisa dianggap sah 

atau tidak. 

 1. Rukun Ija>rah  

a. Muta’a>qidayn (Mu‟jir dan Musta‟jir, dua pihak yang melakukan 

transaksi). Pihak yang melakukan akad terdiri dari „ajir dan musta‟jir 

yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. 

„Ajir adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan, 

sedangkkan musta‟jir adalah orang yang member upah atau penyewa 

jasa.
52

 

b. S{i>ghat (ija>b dan qabu>l). S{i>ghat yaitu suatu ungkapan para pihak yang 

melakukan akad berupa ija>b dan qabu>l. Ija>b adalah permulaan penjelasan 

yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 

kehendaknya dalam mengadakan akad ija>rah. Sedangkan qabu>l adalah 

suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula 
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(musta‟jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah 

adanya ija>rah.53
 

c. Ujrah (harga sewa). Upah atau imbalan dalam ija>rah harus berupa sesuatu 

yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan 

dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk imbalan ija>rah bisa berupa 

benda material untuk sewa rumah, gaji seseorang ataupun jasa 

pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, 

asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.
54

  

d. Ma’uqu>d ‘alayh (objek perjanjian/sewa). Ma’uqu>d ‘alayh adalah barang 

yang dijadikan objek sewa, yaitu barang yang dapat diambil manfaatnya 

dan dapat diserahterimakan. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang 

tidak dapat diserahterimakan.
55

 

2. Syarat Ija>rah 

a. Muta’a>qidayn (dua pihak yang melakukan transaksi) 

Menurut ulama’ Sha>fi’iyah dan Hana>billah disyaratkan Mu‟jir  dan 

Musta‟jir telah baligh dan berakal. Hanafiyah dan Ma>likiyah berpendapat 

bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, 

tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ija>rah. 

Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak mumayyiz melakukan 
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akad ija>rah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah 

apabila disetujui oleh walinya.
56

 

Bagi orang yang berakad ija>rah juga disyaratkan mengetahui 

manfaat barang yang akan diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat 

mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu 

sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika hal ini dapat dilakukan, 

menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau lebih atau kurang, serta 

menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.
57

 

b. S{i>ghat (ija>b dan qabu>l) 

S{i>ghat dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang 

memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ija>b dan qabu>l.58
 

S{i>ghat ija>b dan qabu>l antara mu’jir dan musta’jir, ija>b qabu>l sewa 

menyewa dan upah-mengupah, ija>b dan qabu>l sewa-menyewa misalnya: 

“Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, maka 

musta‟jir menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga 

demikian setiap hari”. Ija>b dan qabu>l upah-mengupah misalnya seseorang 

berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah 

setiap hari Rp 5.000,00”, kemudian musta‟jir menjawab “Aku akan 

kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Jika 
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muta‟aqidayn mengerti maksud lafal s}i>ghat, maka ija>rah telah sah apapun 

lafal yang digunakan karena syari’.59
  

c. Ujrah (harga sewa) 

Ujrah (harga sewa/upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh 

kedua pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. 

Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah 

yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli 

dibidangnya.
60

  

Para ulama telah menetapkan syarat ujrah, yaitu: 

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. 

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ija>rah, seperti upah 

menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah 

tersebut.
61

 

d. Ma’uqu>d ‘alayh (objek perjanjian/sewa) 

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-

mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa 

syarat: 

- Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan 

upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 
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- Hendaklah yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah 

dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya 

(khusus dalam sewa-menyewa). 

- Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) 

menurut Syara’, bukan hal yang dilarang (diharamkan). Para ulama 

fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk 

mengajarkan ilmu sihir, sewa-menyewa untuk membunuh orang lain 

(pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan 

rumah kepada non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. 

Menurut mereka, obyek sewa-menyewa dalam contoh tersebut 

termasuk maksiat.  

- Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ayn (zat)nya hingga waktu 

yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
62

  

3. Syarat Sah Ija>rah  

Keabsahan ija>rah sangat berkaitan dengan ‘aqid (orang yang akad), 

ma’uqu>d ‘alayh (barang yang menjadi obyek akad), ujrah (upah), dan akad, 

yaitu:
63

  

a. Adanya keridlaan dari kedua belah pihak yang akad. Syarat ini didasarkan 

pada firman Alloh SWT:  
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                      

                    

      

 

  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu ;Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’: 29)
64

 

b. Ma’uqu>d ‘alayh bermanfaat dengan jelas 

Adanya kejelasan pada ma’uqu>d ‘alayh (barang) menghilangkan 

pertentangan di antara „aqid. Di antara cara untuk mengetahui ma’uqu>d 

‘alayh adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau 

menjelaskan jenis pekerjaan jika ija>rah atas pekerjaan atau jasa 

seseorang. 

c.  Ma’uqu>d ‘alayh harus dapat memenuhi secara syara’. 

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan 

anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah, 

menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan 

masjid sebab diharamkan syara’. 

d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’. 
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 Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang 

dibolehkan syara’, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau 

menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain. 

 Para ulama sepakat melarang ija>rah,  baik benda taupun orang 

untuk berbuat maksiat atau  berbuat dosa. 

e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. 

  Di antara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardhu, 

puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk 

melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri. 

f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. 

  Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat 

dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil 

manfaat dari sisa hasil pekerjaannyam seperti menggiling gandum dan 

mengambil bubuknya atu tepungnya untuk dirinya. Hal itu didasarkan 

pada hadith yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa Rasulullah SAW. 

melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. Ulama Syafi’iyah 

menyepakatinya. Ulama Hanabilah dan Malikiyah memblehkannya jika 

ukurannya jelas sebab hadith di atas dipandang tidak shahih. 

g. Manfaat ma’uqu>d ‘alayh sesuai dengan keadaan yang umum. 

  Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat 

berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud 

dalam ija>rah.   
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D. Macam-Macam Ija>rah  

Ditinjau dari obyeknya, akad ija>rah bisa diklasifikasikan menjadi dua, 

yakni ija>rah atas manfaat dan ija>rah atas pekerjaan. 

1. Ija>rah atas manfaat yaitu ija>rah yang objek akadnya adalah manfaat. Akad 

ija>rah manfaat boleh dilakukan atas manfaat yang diperbolehkan, dan tidak 

dilakukan atas manfaat yang diharamkan.
65

 Ija>rah semacam ini 

diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat 

dilakukan misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan 

informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang. 

b) Objek ija>rah dapat diserahterimakan secara langsung dan tidak 

mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak 

dibolehkan akad ija>rah atas harta benda yang masih dalam penguasaan 

pihak ketiga. 

c) Objek dan manfaat tidak bertentangan dengan syara’, misalnya 

menyewakan rumah untuk maksiat, dan lain-lain. 

d) Manfaat objek persewaan harus langsung dari sebuah benda. Misalnya 

menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Tidak 

diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi 

untuk diambil susunya dan sebagainya.
66
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2. Ija>rah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan 

tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, dan sebagainya.
67

 

Ija>rah semacam ini diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis 

pekerjaannya. Misalnya menjaga rumah sehari atau seminggu atau 

sebulan harus ditentukan. Pendek kata, dalam hal ija>rah pekerjaan 

diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan 

memperkerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan 

ketidakjelasan pekerjaan. 

b) Pekerjaan yang menjadi objek ija>rah tidak boleh berupa pekerjaan yang 

seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban musta‟jir seperti 

membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan 

ddengan prinsip ini, mengenai ija>rah muadzin, imam, dan pengajar al-

Qur’an, menurut fuqoha Hanafiah dan Hanabilah tidak sah. Alasannya 

adalah perbuatan mereka tersebut merupakan taqarrub (pendekatan 

diri) kepada Alloh. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam 

Syafi’iy, melakukan ija>rah dalam hal-hal tersebut boleh. Sebab berlaku 

pada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.
68

 

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Perjanjian/akad, termasuk akad sewa menyewa/ ija>rah menimbulkan 

hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini adalah hak-

hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa.  
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1) Pihak pemilik objek perjanjian barang sewa-menyewa atau pihak yang 

menyewakan. 

 a. Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. 

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu 

dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.  

c. Memberitahukan kepada penyewa, semua cacat dari barang yang 

disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.  

d. Penyewa bertanggung jawab terhadap semua cacat dari barang yang 

disewakan, yang merintangi pemakaian barang.  

e. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan. 

f. Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa. 

2) Pihak penyewa 

Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai penyewa yang baik, 

sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian 

sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan 

yang dipersangkakan sesuai dengan keadaan.
69

 

a. Membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan. 

b. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya. 

c. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.  

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling 

memenuhi prestasi. Dalam kontrak sewa-menyewa memberikan sesuatu 
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(menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu 

(memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi 

penyewa adalah menjadi penyewa yang baik) dan tidak berbuat sesuatu 

(penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di 

luar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang 

selama waktu sewa mengubah wujud barang yang disewakan). 

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan 

dalam hal-hal tertentu, bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi 

pihak yang dirugikan.
70

 

F. Resiko Kerusakan Barang Sewaan 

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa (ija>rah) resiko mengenai objek 

perjanjian sewa menyewa ditanggung oleh pemilik barang (yang 

menyewakan), sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat 

atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal terjadi 

kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali 

kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa. 

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya 

karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa 

tersebut gugur. Sedangkan jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka 

penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan 

perjanjian.
71
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Menurut ketentuan agama, pihak peminjam atau penyewa tidak hanya 

sekedar wajib mengembalikan pinjamannya, tetapi ia wajib memelihara barang 

sewaan itu selama dalam tanggungannya. Pihak peminjam atau penyewa 

bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang rusak ataupun hilang yang 

disebabkan karena pemakaian yang berlebihan. Apabila barang yang 

dipinjamnya itu hilang ditangannya, maka ia wajib menggantinya serta bila 

rusak maka ia wajib memperbaiki atau mengganti kerugian karena kerusakan 

itu.
72

 Kerusakan barang yang disewakan tidak dapat menggugurkan akad, 

dengan catatan bahwa barang tersebut tidak rusak total. Jika kerusakan tidak 

total atau sebagian saja, maka akad ija>rah tidak batal.
73

 

G. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa 

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian dimana 

masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu (tidak mempunyai 

fasakh), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara 

sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, harus dengan kesepakatan.  

Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak 

akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi objek sewa menyewa tetap 

ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya. 

Demikian juga apabila terjadi jual beli, karena jual-beli tidak memutuskan 

sewa-menyewa. 
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Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian 

(fasakh) adalah: 

1. Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan objek sewa 

menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak 

sebagaimana mestinya. 

2. Rusaknya barang yang disewakan. 

3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur alaih).
74

   

4. Adanya udzur, adapun yang dimaksud dengan udzur di sini adalah suatu 

halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana 

mestinya. Misalnya: seorang penyewa toko untuk berdagang, kemudian 

barang dagangannya terbakar atau dicuri orang sehingga bangkrut. Dengan 

kondisi yang demikian pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa 

menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya. Penganut madzhab Hanafi 

berkata: Boleh memfasakh ija>rah. 

5. Terpenuhinya manfaat benda ija>rah yang diakadkan atau selesainya 

pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali apabila ada alasan yang melarang 

memfasakhnya, seperti masa ija>rah terhadap tanah pertanian yang telah 

habis masa sewanya sebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi demikian, 

status benda ija>rah masih berada di tangan penyewa (musta‟jir) dengan 

syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (mu‟jir) 

sesuai kesepakatan.
75
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H. Pengembalian Sewaan 

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan 

berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban 

bagi pihak penyewa untuk menyerahkan/mengembalikan barang yang 

disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah 

sebagai berikut: 

Jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap atau benda tidak 

bergerak („iqrar), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika 

barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam 

keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk 

menghilangkannya.
76

   

Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika ija>rah telah berakhir, 

penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian 

mengembalikan untuk menyerahterimakannya, seperti barang titipan.
77
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BAB III 

BISNIS PERIKLANAN ONLINE BAYAR PER KLIK (PAY PER CLICK) 

 

A. Gambaran Umum Google Adsense 

Adsense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet 

yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan Adsense, 

pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya 

diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah 

ditentukan oleh Google di halaman web atau blog mereka. Pemilik situd web 

atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari 

Google untuk setiap iklan yang di klik oleh pengunjung situs, yang dikenal 

sebagai sistem Pay Per Click (PPC) atau bayar per klik.
78

 

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google 

Adsense juga menyediakan Adsense untuk pencarian (Adsense for Search) dan 

iklan arahan (Referral). Pada Adsense untuk pencarian, pemilik situs web atau 

blog dapat memasang kotak pencarian Google di halaman web atau blog 

mereka.pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap 

pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang 

berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada 

iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan 
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berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati 

antara Google dengan pemasang iklan tersebut.
79

 

B. Pengertian Pay Per Click (PPC) 

Pay Per Click adalah salah satu model internet marketing di mana 

pemasang iklan hanya perlu membayar setiap iklan yang diklik oleh target 

audiens. Sistem periklanan ini jamak digunakan oleh para perusahaan besar 

seperti Google, Facebook, dan Instagram. 

Pay Per Click (PPC) atau Bayar Per Klik merupakan bidang bisnis 

internet yang digandrungi banyak orang pada saat ini. Pay Per Click (PPC) 

adalah sejenis program dimana anda menjadi seorang publisher periklanan 

online. Peranan anda adalah sebagai pengelola website yang menampilkan 

iklan dari pihak ketiga di website anda. Jadi untuk mendaftar atau mengikuti 

program PPC tentunya anda harus memiliki sebuah blog atau website pribadi.
80

 

Website penyedia layanan Pay Per Click atau Bayar Per Klik ini sangat 

banyak, mulai dari website luar negeri seperti Google Adsense, BlogAds.com, 

LinkWorth.com, Mediafed.com, Chitika.com, Bidvertiser.com, dan masih 

banyak lagi. Dan website penyedia layanan Bayar Per Klik atau Pay Per 

Clicklokal seperti Kumpulblogger.com, AdsenseCamp.com, Sitti.co.id, 

kliksaya.com, dan masih banyak lagi. Model penghasilan layaknya PPC ini 

dipilih karena sangat mudah  cara mengikutinya. Selain mudah untuk 
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mengikuti program periklanan tersebut, mendaftar program periklanan ini juga 

gratis. Pemilik web atau blog tidak perlu membayar sejumlah uang. Yang 

dibutuhkan hanya koneksi internet, ketekunan, dan kreatifitas sebagai Blogger 

(Pengguna Blog). 

  Pay Per Click (PPC) adalah model iklan online yang hanya dibayar oleh 

pemasang iklan dengan berdasarkan pada besar atau banyaknya klik iklan itu 

dibaca orang.
81

 

  PPC atau Pay Per Click adalah program periklanan dimana para pemasang 

iklan akan memasang iklan sesuai dengan harga klik yang ditentukan. Contoh 

setiap satu kali klik si pemasang iklan akan membayar Rp 500,00. Jadi untuk 

1.000 kali klik si pemasang iklan atau Advertiser harus menyiapkan uang Rp 

500.000,00 dan bagi si pemilik blog yang memasang script PPC mereka, akan 

mendapat komisi sesuai yang telah ditentukan layanan penyedia iklan PPC ini, 

contoh Rp 350,00 per klik. Jadi, jika mendapat 1.000 kali klik maka pemilik 

blog akan dibayar sebesar Rp 350.000,00 dan sisanya Rp 150.000,00 untuk 

penyedia layanan iklan PPC tersebut.   

  Sudah banyak penyedia layanan iklan PPC beberapa diantaranya, 

AdSenscamp.com, Kumpulblogger.com, kliksaya.com, negeriadsense.com, 

PPCindo.com, dan masih banyak lagi. Kebanyakan cara mendaftar dan 

mendapatkan script-nya pun mudah dan hampir sama langkah-langkahnya.
82
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C. Macam-Macam Platform Iklan Pay Per Click
83

 

 1. Google Ads 

Google Ads merupakan alat yang disediakan oleh Google untuk 

beriklan di mesin pencari Google. Dengan menggunakan Google Ads, para 

Advertiser bisa menampilkan iklan di hasil pencarian Google menggunakan 

kata kunci yang relevan dengan bisnis Advertiser.  

Jenis PPC dengan Google Ads memungkinkan Advertiser maupun 

Publisher untuk mendapatkan banyak calon klien yang lebih banyak. Hal 

tersebut dibuktikan dari data Global Stats Counter yang menunjukkan 

bahwa di Indonesia, Google memiliki pangsa pasar pada mesin pencarian 

sebesar 97,09 persen, Yahoo sebesar 1,65 persen, dan Bing sebesar 0,83 

persen. Berikut contoh iklan PPC menggunakan GoogleAds: 

 

2. Facebook Ads 

Facebook Ads merupakan jasa iklan yang disediakan oleh Facebook. 

Dengan banyaknya pengguna Facebook di Indonesia, menjadikan platform 
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ini efektif untuk menjangkau banyak calon klien dari pengguna Facebook. 

Hal ini dibuktikan dengan data riset yang dilakukan oleh Kata Data, 

mengatakan bahwa pengguna Facebook selalu meningkat di setiap 

tahunnya. Diketahui pada tahun 2018, pengguna Facebook mencapai 2,2 

Miliar user. Berikut contoh iklan menggunakan Facebook Ads: 

 

3. Instagram Ads 

 Platform lain yang bisa digunakan untuk membuat iklan PPC yaitu 

menggunakan Instagram Ads. Sebenarnya Instagram Ads merupakan salah 

satu bagian dari Facebook. Sehingga ketika Advertiser membuat iklan 

menggunakan Facebook Ads, secara otomatis sudah membuat iklan 

Instagram Ads. Instagram Ads juga efektif untuk menjangkau banyak calon 

klien. Berdasarkan data riset yang didapatkan dari Napoleon Cat 

mengatakan, pengguna instagram di Indonesia pada bulan Februari 2019 

mencapai hingga 62 juta user. Berikut contoh iklan PPC menggunakan 

Instagram Ads:  
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D. Mekanisme Kerja Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik atau Pay Per 

Click  

Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis periklanan online bayar per klik 

atau pay per click: 

a. Advertiser atau pengiklan merupakan sekelompok orang ataupun 

perusahaan yang menawarkan iklannya kepada penyedia jasa iklan online, 

untuk ditayangkan di website-website jaringan yang bekerja sama dengan 

penyedia jasa iklan online tersebut. 

b. Penyedia jasa iklan online yaitu bertindak sebagai broker atau penghubung 

dari pemilik website atau blog (Publisher) dengan Advertiser. 
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c. Publisher yaitu pemilik sebuah atau beberapa website atau blog, yang 

kemudian mendapatkan penghasilan dengan cara memasang iklan pada 

website atau blog nya tersebut.
84

 

Skema mekanisme advertising dengan model komisi pay per click: 

   

 

 

 

  

Keterangan:  

A) Pengiklan (Advertiser) melihat space iklan di website atau blog pemilik 

website atau blog (Publisher), setelah Advertiser mengetahui bahwa di 

website atau blog Publisher terdapat space iklan dengan karakteristik yang 

dikehendaki oleh Advertiser, kemudian Advertiser mendaftarkan diri pada 

penyedia jasa layanan iklan dengan mengisi formulir pendaftaran yang di 

dalamnya juga menyebutkan alamat website yang akan dijadikan penampil 

iklan.  

B) Advertiser mendaftarkan iklan sekaligus membayar deposit kepada 

penyedia jasa layanan iklan. 
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C) Penyedia jasa layanan iklan menyeleksi iklan yang akan di tempatkan di 

website atau blog Publisher tentang kelayakan iklan untuk ditampilkan, 

setelah penyedia jasa layanan iklan memastikan bahwa iklan Advertiser 

layak untuk dipasang di website atau blog, kemudian penyedia jasa 

layanan iklan memasang iklan Advertiser di space iklan yang ada di 

website atau blog Publisher. Setelah iklan terpasang, Publisher akan 

mendapatkan komisi dari klik iklan oleh pengunjung website atau blog 

yang dipasang di website atau blog mereka, dari deposit yang dibayarkan 

oleh Advertiser kepada penyedia jasa layanan iklan.
85

 

E. Sistem Pembayaran Bisnis Online Bayar Per Klik atau Pay Per Click 

(PPC) 

Masing-masing PPC berbeda-beda cara perhitungannya, baik komisi 

blogger  yang memasang script PPC (publisher), ataupun bagi pemasang iklan 

(Advertiser). Ada 2 model utama untuk menentukan pembayaran dalam bisnis 

iklan bayar per klik atau pay per click: 

1. Flate-rate yaitu pengiklan dan penerbit menyetujui jumlah tetap yang akan 

dibayarkan untuk setiap klik. Dalam model menentukan biaya iklan ini, 

pengiklan dan juga pihak penerbit iklan menyetujui jumlah tetap yang akan 

dibayarkan untuk setiap klik. Dalam banyak perjanjian penerbit iklan, pihak 

penerbit biasanya memiliki kartu tingkatan yang berisi mengenai daftar 

biaya per klik atau yang disingkat menjadi BPK. Biaya per klik ini berbeda 
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di setiap wilayah dari situs web atau jaringan pengiklan. Model flate-rate ini 

sering digunakan dalam pengiklanan perbelanjaan. Pengiklanan ini biasanya 

berbentuk kotak-kotak kecil sebuah situs atau web yang menjadi pengiklan. 

Dalam banyak contohnya, isi inti dari semua situs tersebut dibayar oleh 

iklan. 

Contoh dari model ini yaitu, seperti adsensecamp.com setiap klik 

yang valid akan mendapat komisi Rp 300,00 dan untuk klik yang valid 

pada iklan gambar akan mendapatkan Rp 400,00 per klik. Komisi 

dibayarkan tanggal 5-10 pada tiap bulan, dan minimal pembayaran adalah 

Rp 100.000,00. Adsensecamp juga menyarankan anda untuk menggunakan 

rekening BCA, BNI, Bank Mandiri, atau Paypal. Itu sebagian dari Term Of 

Services adsensecamp.
86

 

2. Bayar per klik berbasis penawaran yaitu model pembayaran PPC ini 

menggunakan metode penawaran yang dilakukan oleh pihak yang bekerja 

sama. Pihak yang bekerja sama yaitu penerbit iklan dan pengiklan 

melakukan tawar-menawar dalam menentukan biaya iklan yang akan 

dipilih. Iklan yang dibiayai dengan metode ini biasanya dilakukan dengan 

peralatan online. Dalam hal ini, penawaran yang dilakukan atas dasar kata 

kunci iklan yang ada di internet. Semakin mudah ditemukan, semakin 

mahal harga yang ditawarkan oleh pengiklan tersebut. Metode ini sering 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan jasa iklan yang ada di internet. 

Banyak cara dan peralatan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan 
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jasa tersebut untuk menarik perhatian para pengguna jasa periklanan 

tersebut.
87

  

  Contohnya, komisi yang didapat dari penayangan Google Adsense 

bergantung pada iklan yang ditempatkan di situsnya. Harga PPC 

ditentukan oleh harga kata kunci, sedangkan harga kata kunci ditentukan 

oleh pemasangan iklan AdWords. Sebagai contoh, kata kunci “welding” 

cuma dihargai $0,5 per klik. Sedangkan kata kunci “insurance” bisa 

dihargai $30 per klik. Kata kunci yang bernilai tinggi diseput HPK (High 

Paying Keyword). Situs-situs dengan topik spesifik dari kata kunci tertentu 

disebut situs niche. Contoh situs niche adalah 

http://weldingengineering.com (dengan topic “welding”).
88

 

F. Praktik Click Fraud dan Penyelesaiannya dalam Bisnis Periklanan Online 

Bayar Per Klik atau Pay Per Click  

  Click fraud merupakan masalah yang sangat sering terjadi yang 

menyebabkan akun adsense seorang publisher di banned dan situsnya dihapus 

dari indeks google.   

Click fraud adalah kegiatan mengklik iklan secara kontestual tanpa niatan 

untuk membeli barang atau jasa yang diiklankan. Click fraud ini umumnya 

bertujuan untuk membuat bangkrut pengiklan, dan bisa juga untuk 

meningkatkan pendapatan jika dilakukan oleh seorang publisher iklan.
89
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Berdasarkan laporan perusahaan penyedia teknologi deteksi click fraud, 

Click Forensic dan Anchor Intelligence, seperti dikutip melalui USA Today, 

Senin (26/4/2010), sekira 17 persen hingga 29 persen dari total jumlah klik 

yang mendominasi iklan online ditengarai sebagai klik ilegal. Artinya, hacker 

menggunakan cara pintas agar iklan yang ditayangkan mendapatkan banyak 

klik yang  otomatis juga akan membuat pundi-pundi mereka bertambah. Para 

pengiklan biasanya akan membayar pemilik situs setiap kali ada pengunjung 

internet yang meng-klik iklan online mereka. Di sinilah ketertarikan orang 

untuk menggunakan click fraud. Penipuan klik ini pun kerap bekerja di sebuah 

situs yang kebanyakan hanya berisi iklan online, tanpa ada konten apapun lagi. 

Para hacker kemudian menggerakkan mouse komputer-komputer yang 

terlanjur disusupi virus, atau disebut botnet, untuk mengendalikan PC dan 

mengklik iklan yang dituju secara jarak jauh. Menurut data IDC, para 

pengiklan di dunia online telah menghabiskan dana sekira USD 14,2 miliar 

untuk total klik di iklan online sepanjang 2009. Google telah menguasai 55 

persen iklan di online, 9 persen Yahoo dan 6 persen Microsoft.
90

  

Dalam program Pay Per Click ini sebenarnya menetapkan aturan ketat 

untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pemasang 

iklan yang sering dirugikan oleh tindakan tidak terpuji pemilik situs. Beberapa 

contoh larangan Google yang harus ditaati pemilik situs atau blog peserta 

program Adsense adalah: 
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1. Mengklik iklan yang ditampilkan situs milik sendiri, baik dengan cara 

manual atau dengan bantuan perangkat lunak khusus. 

2. Dengan sengaja mendorong pengunjung situs untuk mengklik iklan yang 

ditampilkan, misalnya dengan kata-kata “klik iklan ini” atau “kunjungi 

halaman ini. 

3. Mengubah bentuk dan ukuran unit iklan yang telah ditentukan Google. 

4. Membuat pranala langsung menuju halaman hasil pencarian Adsense untuk 

pencarian. 

5.Mengisi secara otomatis kotak pencarian Adsense dengan kata kunci 

tertentu. 

6. Memanipulasi target iklan dengan kata kunci tersembunyi atau dengan 

IFRAME. 

7. Kode unit iklan Adsense harus ditempatkan langsung pada kode html situs 

web tanpa perubahan. Pemilik situs tidak diperbolehkan mengubah kode 

Adsense dengan alasan apapun, misalnya dengan tujuan menampilkan hasil 

klik di jendela pop up atau mengalihkan target iklan. 

Dalam kasus click fraud yang dilakukan oleh pihak publisher, pihak 

penyedia layanan iklan seperti Google Adsense, melakukan banned terhadap 

pihak publisher. Banned adalah sebuah larangan menampilkan iklan di situs 

web atau blog publisher, dimana sanksi ini dijatuhkan oleh penyedia iklan bagi 

publisher yang melanggar kebijakan program. Banned google ada beberapa 

macam: pertama, iklan dinonaktifkan sehingga iklan tidak bisa tampil pada 

salah satu halaman tertentu yang dianggap melanggar kebijakan program. 
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Kedua, situs dinonaktifkan sehingga situs web tidak bisa menampilkan iklan di 

semua halamannya. Ketiga, akun Adsense dinonaktifkan, ini adalah hukuman 

bagi pelanggaran berat sehingga publisher tidak bisa lagi menampilkan iklan di 

semua situs web miliknya dan tidak diperbolehkan lagi mendaftar di google 

adsense secara permanen.
91
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS PERIKLANAN ONLINE 

BAYAR PER KLIK ATAU PAY PER CLICK  

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pada Bisnis Periklanan Online 

Bayar Per Klik Atau Pay Per Click  

Bisnis Advertising pay per click merupakan bisnis periklanan yang 

mengunakan model ija>rah (sewa) dan termasuk dalam ija>rah atas manfaat, 

dimana dalam bisnis pay per click ini pengiklan (Advertiser) menyewa space 

iklan pemilik blog atau website (Publisher) untuk menampilkan iklan 

Advertiser di blog atau website milik Publisher melalui jasa penyedia layanan. 

Dilihat dari akad yang diterapkan pada bisnis Advertising terlihat bahwa 

objek yang ditransaksikan adalah space  iklan. Di dalam hukum Islam sendiri, 

objek al- ija>rah itu harus merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. Oleh 

sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang 

untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, 

demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat 

maksiat.
92

 

Mengenai kesepakatan atau kerelaan para pihak yang mendaftarkan diri 

menyetujui isi dari Term Of Services yang ada di dalam form registrasi dengan 

cara checklist ( ) atau mencentangnya. Hal ini sesuai dengan syarat sah akad 

di dalam hukum Islam, bahwa ija>b dan qabu>l tidak harus berupa ucapan, akan 
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tetapi tulisan juga dapat dijadikan sebagai s}i>ghat ija>b qabu>l. Sebagaimana 

disebutkan: S{i>ghat dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang 

memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ija>b dan qabu>l.93
 

Subyek pelaku atau para pelaku bisnis periklanan online ini, pelaku 

adalah orang yang sudah cakap hukum, sesuai dengan hukum Islam yang 

menyebutkan, bahwa pelaku haruslah orang yang sudah cakap hukum, artinya 

pelaku adalah orang yang dapat menerima dan mempertanggungjawabkan 

konsekuensi daripada bisnis yang dijalankan. Sebagaimana muta’a>qidayn 

menurut ulama’ Sha>fi’iyah dan Hana>billah disyaratkan Mu‟jir  dan Musta‟jir 

telah baligh dan berakal.
94

 Sebab dengan adanya’a>qid harus orang yang sudah 

tamyiz, atau berakal, berarti para pihak yang berakad mampu bertanggung 

jawab atas apa yang telah dilakukan dan juga dapat menerima konsekuensi 

hukumnya. 

Akad dalam Pay Per Click (PPC) ini, akan berakhir jika Advertiser 

tidak membayar deposit setelah deposit pertama habis, atau iklan yang 

dipasang oleh Advertiser mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam 

kesepakatan Term Of Services sehingga penyedia layanan dapat menonaktifkan 

akun Advertiser sebagai pengiklan. Begitupun juga apabila Publisher 

melanggar kontrak kesepakatan dalam Term Of Services seperti halnya 

melakukan click fraud, maka akadnya dianggap tidak sah karena manfaat dari 

apa yang disewakan oleh musta‟jir  tidak dapat dirasakan oleh mu‟jir, sehingga 

menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yakni Advertiser sebagai mu‟jir .   
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Di dalam hukum Islam, ujrah (harga sewa/upah) disyaratkan diketahui 

jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-

mengupah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar 

upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli 

dibidangnya.
95

  

Para ulama telah menetapkan syarat ujrah, yaitu: 

1.  Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Dalam praktik bisnis periklanan 

online bayar per klik atau pay per click ini, sistem pembayaran atau 

pengupahan dilakukan dengan menggunakan dua metode yakni sistem 

pembayaran flate rate dan sistem pembayaran berbasis penawaran. Kedua 

sistem pembayaran ini sama-sama menggunakan uang untuk alat 

pembayaran upah sewanya.  

Dalam sistem pembayaran flate rate, pengiklan dan juga pihak 

penerbit iklan menyetujui jumlah tetap yang akan dibayarkan untuk setiap 

klik. Contohnya, seperti adsensecamp.com setiap klik yang valid akan 

mendapat komisi Rp 300,00 dan untuk klik yang valid pada iklan gambar 

akan mendapatkan Rp 400,00 per klik.
96

 Hal ini tidak bertentangan dengan 

syarat ujrah yang ada di dalam hukum Islam yakni berupa harta tetap yang 

diketahui kedua belah pihak. 

Begitupun dalam sistem pembayaran berbasis penawaran, upah yang 

diberikan melalui metode penawaran antara kedua belah pihak yakni 

pemilik blog atau website dengan penyelenggara PPC atau pengiklan yakni 
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penawaran yang dilakukan atas dasar kata kunci iklan yang ada di internet. 

Contohnya, komisi yang didapat dari penayangan Google Adsense 

bergantung pada iklan yang ditempatkan di situsnya. Harga PPC ditentukan 

oleh harga kata kunci, sedangkan harga kata kunci ditentukan oleh 

pemasangan iklan AdWords. Sebagai contoh, kata kunci “welding” cuma 

dihargai $0,5 per klik. Sedangkan kata kunci “insurance” bisa dihargai $30 

per klik.
97

 Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua 

belah pihak sama-sama mengetahui dan menyepakati ujrah nya. 

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ija>rah, seperti upah 

menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.
98

 

   Kedua sistem pembayaran bisnis periklanan online bayar per klik 

atau pay per click ini yakni sistem pembayaran flate rate dan sistem 

pembayaran berbasis penawaran, sama-sama menggunakan uang untuk 

membayar upah sewanya atau ujrah nya. Dalam hal ini, upah sewa tidak 

sejenis dengan apa yang disewakan yaitu space iklan. Maka bisa dikatakan 

bahwa kedua sistem pembayaran ini tidak bertentangan dengan syarat ujrah 

di dalam akad ija>rah dalam hukum Islam. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Click Fraud oleh Publisher pada 

Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click) 

Praktik click fraud dalam bisnis periklanan online pay per click ini 

merupakan suatu bentuk pelanggaran karena pihak publisher melanggar salah 

satu kebijakan yang dibuat oleh penyedia jasa iklan yang biasa disebut Term of 
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Services. Pelanggarannya yaitu pihak Publisher melakukan klik sendiri 

terhadap iklan yang ada di situs web atau blog mereka dengan tujuan untuk 

menambah pendapatannya. Hal ini menyebabkan kerugian pada pihak 

Advertiser atau penyewa iklan karena manfaat dari penyewaan space iklan 

pada situs web atau blog tersebut tidak dirasakannya dan mereka harus 

membayar terhadap biaya klik palsu yang dilakukan oleh pihak Publisher. 

Dalam syarat sahnya ija>rah, salah satunya disyaratkan adanya kerelaan 

atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad. Syarat ini didasarkan 

pada firman Alloh SWT:  

                        

                       

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu ;Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”(QS. An-Nisa’: 29)
99

 

Mengenai kesepakatan atau kerelaan para pihak yang mendaftarkan diri 

dalam bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per click yaitu mereka 

menyetujui atau menyepakati isi dari Term Of Services yang ada di dalam form 

registrasi dengan cara checklist ( ) atau mencentangnya. Dalam Terms Of 
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Services sendiri terdapat ketentuan-ketentuan serta larangan-larangan yang 

harus dipatuhi baik oleh pihak Publisher maupun pihak Advertiser. Salah 

satunya yaitu larangan melakukan praktik click fraud yaitu praktik meng-klik 

sendiri terhadap iklan yang ada di situs web atau blog yang dilakukan oleh 

Publisher sebagai pemilik web atau blog dengan tujuan untuk menambah 

pendapatan mereka. Apabila pihak Publisher melakukan praktik click fraud, 

maka Publisher telah melanggar kesepakatan yang telah ia setujui dalam Term 

Of Services. Adanya praktik click fraud karena Publisher melanggar 

kesepakatan, maka dalam hukum Islam ija>rah, s}i>ghat dalam bisnis periklanan 

online bayar per klik atau pay per click yang terdapat praktik click fraud akan 

batal dan ija>rah nya tidak sah karena pihak Publisher sebagai pihak yang 

menyewakan, melakukan penipuan klik palsu untuk menambah pendapatan 

mereka dan itu melanggar kesepakatan yang telah ia setujui dalam Terms Of 

Services. 

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian dimana 

masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu (tidak mempunyai 

fasakh), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara 

sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, harus dengan kesepakatan. Ija>rah 

menurut Hanafiyah adalah akad yang Lazim, tetapi boleh di-fasakh apabila 

terdapat udzur, sedangkan menurut jumhur ulama, ija>rah adalah akad yang 

Lazim (mengikat), yang tidak bisa di-fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang 
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jelas, seperti adanya aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat.
100

 Dalam praktik 

click fraud yang dilakukan oleh pihak Publisher, pihak penyedia layanan iklan 

seperti Google Adsense, melakukan banned terhadap pihak Publisher sebagai 

pembatalan perjanjiannya. Banned google ada beberapa macam: pertama, iklan 

dinonaktifkan sehingga iklan tidak bisa tampil pada salah satu halaman tertentu 

yang dianggap melanggar kebijakan program. Kedua, situs dinonaktifkan 

sehingga situs web tidak bisa menampilkan iklan di semua halamannya. 

Ketiga, akun Adsense dinonaktifkan, ini adalah hukuman bagi pelanggaran 

berat sehingga Publisher tidak bisa lagi menampilkan iklan di semua situs web 

miliknya dan tidak diperbolehkan lagi mendaftar di google adsense secara 

permanen.
101

 Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan pihak 

penyedia jasa iklan dengan cara banned terhadap pihak Publisher, menurut 

hukum Islam dalam ija>rah adalah diperbolehkan karena dalam hal ini terdapat 

aib dalam barang sewaan atas perbuatan click fraud yang dilakukan oleh pihak 

Publisher.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per click menurut hukum 

Islam termasuk dalam akad ija>rah dan termasuk dalam ija>rah atas 

manfaat. Dimana pada praktiknya, Publisher menyediakan space iklan 

untuk pemasangan iklan. Menurut hukum Islam, model bisnis semacam 

pay per click ini tidak menyalahi aturan, asal syarat dan rukun dari ija>rah 

dapat terpenuhi dan tidak melanggar aturan syara’. 

2. Dalam praktik click fraud yang dilakukan oleh Publisher pada bisnis 

periklanan online bayar per klik atau pay per click menyebabkan s}i>ghat 

ija>rah  menjadi batal dan tidak sah akadnya serta hal ini dapat membuat 

pembatalan perjanjian sepihak oleh pihak penyedia jasa iklan dengan 

cara melakukan banned. 

B. Saran  

Penulis berharap kepada para pembaca bahwa uraian dalam penelitian 

ini belum sempurna, jadi penulis berharap kepada para pembaca untuk 

mencari informasi yang lebih luas dan lengkap lagi mengenai bisnis 

periklanan online bayar per klik atau pay per click. 
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Melakukan bisnis periklanan online bayar per klik atau pay per click 

bagi para Advertiser atau pun Publisher yang melaksanakannya harusnya 

mengetahui syarat sah yang diperbolehkan dalam Islam. Tidak boleh 

melakukan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. 
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